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ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TERHADAP BARANG YANG TIDAK DITEMUKAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

Sherly Cecelia, 201000474201015, Fakultas Hukum Universitas
Mahaputra Muhammad Yamin, Dr.Aermadepa, SH.MH,
Dr. Yulia Nizwana, S.H,M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan penghapusan barang milik
daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Sekretariat Daerah Kota Solok
yang merupakan fenomena yang belum ada regulasinya dalam aturan Daerah Kota
Solok. Barang yang tidak ditemukan tersebut berkaitan dengan penatausahaan
yang dilakukan oleh pengurus barang Sekretariat Daerah Kota Solok. Rumusan
masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan
penghapusan barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok dan apa kendala penghapusan
barang milik daerah terhadap barang yang tidak ditemukan pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Solok. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum
yuridis sosilogis, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
penelitian lapangan.

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara
intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan
suatu analisa komperehensif dan menyeluruh. Selain menggunakan penelitian
lapangan, peneliti juga melakukan penelitian yang didukung oleh kajian pustaka.
Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi,
wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat
diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah Terhadap
Barang Yang Tidak Ditemukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Solok belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.06/2016 Tahun 2016.

Hambatannya Peraturan Daerah belum ada mengenai barang milik daerah
yang tidak ditemukan tersebut. Kendala utama yang menjadi penghambat adalah
ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk
dihapuskan sebagai barang yang tidak ditemukan, kurangnya sumber daya
manusia dalam memahami teknis penghapusan. Maka kegiatan manajemen aset
pada Sekretariat Daerah Kota Solok yang pengelolaannya dibawah Bagian Umum
memiliki banyak permasalahan dalam penatausahaan Aset itu sendiri ini
disebabkan karena pengelolaan Aset bukan pada Sekretariat Daerah saja tapi pada
Rumah Dinas dan Jabatan yang diluar jangkauan pengelola aset dalam hal ini
selaku Pengurus Barang.
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